
i 
 

TESIS 

 

 

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 

TENTANG NEGERI DI KABUPATEN 

MALUKU TENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOMAS HAVYE WATTIMENA 

No. Mhs : 135201987/PS/MIH 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 

2015 

 



ii 
 



iii 
 

 

 

 



 

 

iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Thomas Havye Wattimena 

No. Mhs  : 135201987 

Alamat  : Jl. Proklamasi, Nomor 18 Tabakbayan, Kelurahan Catur 

    Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Dengan ini menyatakan bahwa:  

1. Tesis ini, dengan judul Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang 

Negeri di Kabupaten Maluku Tengah merupakan karya asli penulis dan bukan 

merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 

akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

maupun di perguruan tinggi lainnya. 

2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing. 

3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain 

telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku 

atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

  

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 26 Januari 2015 

Yang menyatakan 

 

 

 

Thomas Havye Wattimena 



 

 

v 
 

ABSTRAKSI 

 

 

 Penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri 

di Kabupaten Maluku Tengah ini difokuskan pada permasalahan antara lain: 

mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kendala yang 

dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala pengawasan terhadap implementasi 

Perda Negeri. Penulis tertarik pada judul tersebut karena ingin mengetahui kinerja 

para wakil rakyat (DPRD) yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, serta 

difasilitasi mewah dari uang rakyat dalam melakukan fungsi pengawasannya 

terhadap implementasi Perda Negeri yang dirasakan selama ini tidak berjalan 

dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme 

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi Peraturan 

Daerah nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri, mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Negeri, dan 

mengupayakan solusi guna menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-

undangan, serta mengkajinya dari perspektif teori demokrasi, teori desentralisasi, 

teori pengawasan dan teori kearifan lokal.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pengawasan 

yang dilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 

2006 tentang Negeri di kabupaten Maluku tengah belum dilaksanakan dengan 

baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. (2) Faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yaitu 

berkaitan dengan wilayah kabupaten Maluku tengah yang merupakan daerah 

kepulauan sehingga mempersulit akses transportasi dan rentan kendali yang cukup 

jauh antar wilayah serta tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-

undangan tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan. (3) Upaya yang 

dilakukan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap faktor penghambat 

pelaksanaan fungsi pengawasan implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 

2006 tentang negeri yaitu dengan menerima masukan dari masyarakat secara 

tertulis, maupun lisan. 

 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

  Implementasi, Peraturan Daerah dan Negeri.  
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ABSTRACT 

 

This research entitled The Supervision of Regional House of 

Representatives (DPRD) towards The implementation of Regional Regulation 

Number 1 of 2006 on State Regional Regulation in Central Maluku (Mollucas) 

Regency focused on issues among others: mechanism of Regional House of 

Representatives supervision, obstacles facing and solution to overcome 

supervision obstacles towards the implementation of State Regional Regulation. 

The writer was interested to that title due to he/she wished to know the 

performance of people represntatives (DPRD) who behave and on behalf of 

people and was also luxurious facilitated by people fund to conduct  their 

supervision function towards the implementation of State Regional Regulation 

that so far conceived it did not run well. 

This research was aimed to examine and to  analyze the machanism of 

Regional House of Representatives  supervision towards the implementation of 

Regional Regulation Number 1 of 2006 on State Regional Regulation, to know 

obstacles facing by House of Representatives of Central Maluku in implementing 

supervision towards the implementation of State Regional Regulation and to seek 

solutions to overcome the  obstacles.  This was a normative research that used 

legislation and also examine them from democracy, decentralization, supervision 

theories and local wisdom. 

This research results showed that: (1) the mechanism of supervison 

conducted by DPRD towards the implementation of Regional Regulation Number 

1 of 2006 on State Regional Regulation in Central Maluku had not been 

implemented well in its supervision functions, (2) inhibiting factors in supervision 

implementation by DPRD members of Central Maluku related to Central Maluku 

Regency region that was an archipelago so that it complicated transportation 

access and  rather far control range  among regions and was also not explicitly 

regulated by legislation on supervision mechanism conducted, (3) the efforts 

conducted by DPRD members of Central Maluku Regency towards inhibiting 

factors of implementation supervision function of Regional Regulation Number 1 

of 2006 on state regional regulation namely by accepting inputs from the 

community both written and orally. 

 

Keywords: Supervision, Regional House of Representatives (DPRD),      

Implementation, Regional and State Regulations.  
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